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WALIKOTA MAGELANG 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR ~~ TAHUN 2009 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH KOTA MAGELANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG 
' 

a. b~hwa Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 
d1kembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan 
yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab; 

b . bahwa dalam rangka pe_nerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
lnstansi Pemerintah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas 
Kinerja; 

c. bahwa untuk melaks~nakan maksud tersebut perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Kata Magelang; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1~50 tentang Pen:ib~ntukan 
Oaerah-Daerah Kota Kecil dalam Llngkungan Prop1ns1 Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19!4b thentdang Pokouk-pdokok 
Ke e awaian sebagaimana telah d1u a engan n ang­
Un~a~ Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

g N 
8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Undang omor 
Kepegawaian; 

3 N 28 
tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Undang-Undang omor • KKN· 
Negara yang Bersih dan Bebas dan , 

4 Undang-Undang Nomor 
17 

tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 2004 tentang Sistem 
N 

25 tahun 
5 Undang-Undang omor Nasional· 

P 
n Pembangunan , 

erencanaa 2004 tentang Pemerintahan 
N r 32 Tahun . . 

6. Undang-Undang omo d. b h beberapa kah terakh1r dengan 
Dae rah sebagaimana telah

12
I
u T:hun 2008 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Kedua Atas Undang-Unciang 
Pemerintahan oaerah; 105 tahun 2000 tentang 

· t h Nomor D erah· 
7 Peraturan Pemenn a · waban Keuangan a · 

Pengelolaan dan PertanggungJa 



Memperhatikan 

Menetapkan 

8 Peraturan Pemerintah N 
Pertanggungjawaban Keom

1
or 108 tahun 2000 tentang Tata Cara 

pa a Daerah· 
9 Peraturan Pemerintah N ' • 

Keuangan dan Kiner1·a In otmor_ 8 tahu_n 2006 tentang Pelaporan 
sans, Pemenntah· 

10 Peraturan Pemerintah N ' 
Tatacara Penyusunan p omor 8 ~ahun 2008 tentang Tahapan 
Rencana Pembangun~n ~;~~a~~ahan dan Evaluasi Pelaksanaan 

11 Peraturan Presiden Nome ' 
Pengundangan dan p r ~ Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
undangan; enye arluasan Peraturan Perundang -

12 Peraturan Menteri Pend 
PER/09/M.PAN/OS/2007 tyagunaan Aparatur Negara Nomor 
lndikator Kinerja Utama; entang Pedoman Umum Penetapan 

13 Peraturan Menteri p d 
PER/20/M en ayagunaan Aparatur Negara Nomor 

K. . .PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator 
inerJa Utama; 

1 lnstruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

2 ln_str~ksi Presi?en Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kineqa lnstans, Pemerintah (AKIP); 

3 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
KOTA MAGELANG. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yangh 5~!a~jut~ya
9
~~inpg~~e~i~ia~ 

adalah unit kerja per~ngkat daera I ing un_ d ct· 
r f sekretariat daerah sekretanat ewan, rnas 

daerah yangb me ,tpukn' ,·s daerah kecamatan dan kelurahan. 
daerah lem aga e ' 

. ' . . Kner'a lnstansi Pemerintah (SAKIP) adalah 
2. S1stem Akuntabilltas I J t siklus dimulai dari proses 

. membentuk sua u , . . 
s1stem yang_ . . . ·uan dan sasaran yang akan d1capa1, 
penetapan v1s1, m,s,, tuJ Strategis, dijabarkan lebih lanjut ke 
dituangkan dalam ~en_ca~ h nan kemudian ditetapkan dalam 
dalam Rencana _KinerJa _at u a ;etelah ataupun masih dalam 
Penetapan KinerJa. Sel_anJU ny erlu dilakukan pengukuran kinerja, 
proses pelaksanaan kegiata,~ .. p melaporkan kinerja tersebut serta 

I · dan ana 1s1s, . • · d 
penilaian, eva uas1 memperbaiki kinerJa organrsas1 pa a 
menggunakannya untuk 

periode berikutnya. . Perangkat Daerah (Renstra-
3 Rencana Strategis ~atuan KerJa aan SKPD untuk periode 5 

. k men perencan 
SKPD) adalah do u 
(lima) tahun. 



Diund 

, 
.) 

4 . Rencana Kerja Satua K • 
adalah dok n erJa Perangkat Daerah (Renja-SKPD) 

. umen perencanaan Satuan Ker1·a Perangkat Daerah 
untuk penode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan 
yang memuat sasar~n yang hendak dicapai dalam satu tahun 
yang a_kan datang, d1tuangkan dalam sejumlah indikator kinerja 
strateg1s yang relevan. 

6. lndikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 

7. Penetapan Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan kinerja 
yang merupakan kontrak kinerja antara pemberi amanah dengan 
penerima kinerja, yang memuat target kinerja yang harus dicapai 
dan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan SKPD. 

8. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) adalah 
dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja 
yang disusun secara sistematis dan melembaga, sebagai bentuk 
laporan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan 
pencapaian target kinerja instansi pemerintah. 

Pasal2 

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal3 

Pedoman sebagaimana dimaksud dal~m Pasal 2, dipergunakan 
sebagai pedoman bagi setiap Satuan Keqa Perangkat Daerah. 

Pasal4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

t h ·n a memerintahkan pengundangan 
Agar setiap orang -~enge a ui Yn~mpatannya dalam Serita Daerah 
Peraturan Walikota irn dengan pe 
Kota Magelang. 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 7 Pe1;7e1<1be, 4.t?Oj 

WALIKOTA MAGELANG 

J~ 
H. FAHRIYANTO 

angkan d. 
Pada ta I Magelang 

nggal 7 Desember 2009. 

s. 

~~~ll A. D 09 NOMOR 43 
AERAH KOTA MAGELANG TAHUN 20 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR : ti~ TAHUN 2009 
TANGGAL : 7 \?~e~'oer ~0..:3 

pEDOMAN PENYUSUNAN DOKU 
INSTANSI PEMERINTAMHEN AKUNTABILITAS KINERJA 

KOTA MAGELANG 

A. LATAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara R bl'k . 
• tk b h T · N epu I Indonesia Tahun 1945 

meng1syara an a wa UJuan egara adalah mewuJ·udkan k . · p · t h d'b masyara at yang ad1I makmur 
dan seJahtera. emenn a I entuk dalam rangka mengorganisir P . t . ' b 

. emerintah bertu I k encapa1an UJuan terse ut, 
seh1~gga P gas me a sanakan upaya-upaya yang dapat meningkatkan 
keseJahteraan masyarakat. 

Pa?~ dasarnya ~ema~m~ran terus meningkat, berbagai keberhasilan telah tercapai , 
namun semng dengan 1_t~, keingin~~ un~uk lebih baik lagi juga terus berkembang. Tuntutan 
masyara_kat dal~m hal _1rn harus d1s1kap1 oleh pemerintah dengan arif. Salah satu tuntutan 
yang ba1k yakrn pemenntah h~rus mampu meningkatkan kinerjanya di segala bidang, baik 
yang langsung maupun yang t1dak langsung berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya 
menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara transparan dan akuntabel. 

Berbagai macam metode dan sistem peningkatan kinerja terus dikembangkan. Melalui 
akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah dalam kaitannya dengan 
upaya pencapaian tujuan baik jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjangnya. Dengan 
demikian akan tumbuh suatu kondisi dimana setiap unsur pemerintah merasakan kebutuhan 
mendasar akan informasi kinerja organisasinya, karena dari sana akan diketahui peta 
permasalahan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Akuntabilitas 
merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam menentuka_~ apak~h ~uatu org~~isasi 
dapat berjalan dengan baik dan efektif. Penerapan akuntab1htas k1neqa oleh JaJaran 
organisasi pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi 
pemerintah tersebut dalam rangka mewujudkan Good Governance. 

Konsep akuntabilitas publik seperti tersebut di atas ?~lum sep_enuhnya memasyarakat 
di Indonesia. Banyak pihak mengartikan bahwa akuntab1htas pubhk hanya terbat~s pada 
pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja, yang hanya mencakup pertanggun9Ja;aban 
anggaran saja tan pa melakukan penilaian terhadap hasil, manfaat atau outcome Y~~g h enar­

benar dirasakan oleh masyarakat. Konsekuensinya, sukatu pesnJ;~~nggii~ngpge:Penn ;e;:;~ 
telah I k k • d yang d1guna an me apor an alo as1 ana ct· unakan dapat bermanfaat atau tidak f erthanggungjawabannya terlepas apakah_ ~a~a yangm~~ka peluang yang besar akan praktek 
er adap kesejahteraan masyarakat. Hal mi bisa me . 
Penyimpangan penggunaan dana dan sumber daya lainnya. . . . 

. kat maka pada saat 1ni t1dak hanya 
Oleh karena adanya tuntutan ~an masyara_ ~abkan tetapi capaian kinerja non­

~asalah keuangan saja yang harus d1pertangglu~~Ja erbandi~gan dari rencana kinerjanya. 
Meuangan jug a harus dipertanggungjawab~an me ~~~f aat dari penggunaan anggaran jug a 
d_asyarakat juga menghendaki agar hasil atau 
ilaporkan. 

El.MAK 
SUD DAN TUJUAN . h (SAKIP) merupakan sistem yang 

· pemennta . · d ran yang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi an visi mis1, tuJuan an sasa 

~~1lnbd~ntuk suatu siklus, dimulai dari pros
5
~~aie::1~~abarka

1

n IKe~ih l_anju~:,~:J-~~~;a R::~:i~~ 
11- icapai d·t k d lam Rencana ' tapan inerJa. ,,iner" , 1 uang an a . k dalam Pene ct·i kukan pengukuran kinerja, 
atau Ja T ahunan, kemudian d1tetap an an kegiatan, perlu I a 

Pun masih dalam proses pelaksana ---------- -:--
1 

.Pet/, . o,,,a,, 1J Wtas J(iner1a 
Pe11yusuna11 Doku111e11 Aku,,ta l 



ilaian, evaluasi dan analisis m . 
pen kannya untuk m ' • . e-rev,ew dan 1 
rnengguna . . emperba1k1 kinerja or . n:,e aporkan kinerja tersebut serta 
yan9 perlu d1per~~t1kan adalah bahwa SAKIP garnsas, pada periode berikutnya. Satu hal 
rnernerluk~n pernnJauan dan perbaikan terus me~erupak~n suatu proses yang hidup yang 
eksternal Juga terus berkembang dari masa ke mas:us, d1sebabkan kondisi internal maupun 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 · 
Undang Nomor 25 Tah_un 2004 tentang Siste p tentang Keuangan Negara dan Undang-
eraturan-peraturan la1nnya dilihat dari ko m ~rencanaan Pembangunan Nasional hingga 

p . t nseps,nya tidak d 
untuk mencapaI penga uran (governance) an . a a perbedaan yang mendasar 
penerapannya terdapat beberapa perbedaan Y 9 . baik. Akan tetapi dalam praktek 
berbeda _yakni Departemen Keuangan da:a~ga d1karenakan instansi pembinanya juga 
Kernentenan Pendayagunaan Aparatur Nega d p~enas, Departemen Dalam Negeri 
dapat cukup m~~~P?tkan pa~a manajer publi~a( i~n iamnya. Perbedaan-perbedaan tersebut 
sehingga kondIsI Irn harus d1Jembatani dengan P P nan SKPD) dalam melakukan evaluasi. 
aturan dari pemerintah pusat yang bersin memadukan atur~n-aturan dimaksud. Aturan­
lnstansi Pemerintah (SAKIP) perlu diselaras1~~n~a~ dengan S1stem Akuntabilitas Kinerja 
dan memudahkan seseorang dalam memahami d e aerah secara terpadu agar lebih jelas 

an menerapkannya secara konsisten. 
Secara khusus, maksud dan tujuan dari disusu 

Akuntabilita~ Kinerja lnstan~i Pemerintah Kota Magela~n~~:i:~~man Penyusunan Dokumen 
1. Sebaga, pedoman bag, SKPD dalam h · 

9 
· · . . . . 

Pemerintah (SAKIP); mema am, S1stem Akuntab11Jtas K1neqa lnstansi 

2. Sebagai ped?man bagi setiap _SKPD dalam menyusun dokumen-dokumen akuntabilitas 
yang mellput, Rencana Strateg1s (~e~stra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja 

A
Takhutnab~l·t (RKK!), . Penetap~n KinerJa (PK), Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan 

un a .' 1 as Iner1a lnstans, Pemerintah (LAKIP); 
3. Se bag a, pedoman bagi setiap S~PD dala~ . memahami dan membuat indikator kinerja, 

mel~kuk~n penguk_ura~, evaluas, dan anahs1s capaian kinerja , agar terjadi umpan balik 
bag, pernngkatan k1ner1a SKPD dan peningkatan kinerja pemerintah pada umumnya. 

C. LANDASAN HUKUM 

Peraturan-peraturan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 
meliputi: 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; . 
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraa~ Negara yang Bers1h 

dan Bebas dari KKN· 
4· Undang-Undang No,;,or 17 tahun 2003 tentang Keua~gan Negara; 
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2oo4 tentang S1stem Perencanaan Pembangunan 

Nasional· p I I dan 
6. Peratura~ Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang enge o aan 

7 
PPertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban 

eraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 
8. ~eerpatla Daerah; 8 t h n 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

a uran Pemerintah Nomor a u 
9. ~tansi Pemerintah; t h n 

2008 
tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, 

raturan Pemerintah Nomor 8 a u a pernbangunan Daerah; 

10
_ Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renea~ gara Nornor PER/09/M.PAN/05/2007 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap_aratur Kin:r'a Utarna; 
11. tentang Pedoman Umum Penetapan lnd1kator N J ra Nornor PER/19/M.PAN/11 /2008 

Per t Aparatur ega . • t h· 
a uran Menteri Pendayagunaan . . • organisasI Pemenn a • 

1
") . tentang Petu • k p I ksanaan EvaluasI Kineria a Nornor PER/20/M.PAN/11/2008 
< p nJu e a A aratur Negar 

eraturan Menteri Pendayagunaan p . · Utarna; ·. 
13. tentang Petun1·uk Penyusunan lndikator KinerJa Percepatan Pemberantasan Korups1, 

Inst k . 2oo4 tentang 
ru s, Presiden Nomor 5 tahun ~ 2 

~~ •n ____________ __ _, 

,,,,-,,, Penyusu11a11 Dollllmen Aku11tabif itas J(iner/8_ 



1 struksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 t t . . 
14. (;KIP); en ang Akuntab11itas Kinerja lnstansi Pemerintah 

Keputusan Kepala Lembaga Administras· N 
15. perbaikan Pedoman Penyusunan Pelapora~ AKflara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

' 

s1sTEMATIKA 
D, I PENDAHULUAN 

BAB A. Latar 8elakang 

BAB II 
BAB Ill 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

8 . Maksud dan Tujuan 
C. Landasan Hukum 
D. Sistematika 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
PERENCANAAN 
A. Rencana Strategis (Renstra) 
8 . Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
C. Penetapan Kinerja 
INDIKATOR KINERJA 
A. Pengertian 
8 . Tipe dan Jenis 
C. Syarat dan Kriteria 
D. Langkah-Langkah 
E. lndikator Kinerja Utama 
PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 
A. Pengukuran Kinerja 
B. Evaluasi dan Analisis Capaian 
C. Umpan Balik 
PELAPORAN 
A. Laporan Kinerja (LKj) 
B. LAKIP 

BAB VII EVALUASI EKSTERNAL 
BAB VIII PENUTUP 

Pel/, . 
01

11,111 'abili-Pe11yusu11a11 Dokumen Akullt 

3 



BAB 11 
SISTEM AKUNTABILITAS KINER . 

JA INSTANSI PEMERINTAH 

sejak d!terbitka~nya lnstruksi Presiden N 
. ·a 1nstans1 Pemenntah (SAKIP) telah mem o~or 7 Tahun 1999, Sistem Akuntabilitas 

~,ner}a Sistem ini mendorong akuntabilitas dan t per ihatka~ pengaruhnya terhadap perbaikan 
k~nerJ ·kannya SAKIP, instansi pemerintah dihransparansi manajemen sektor publik. Dengan 
ditebraikan internal terlebih dahulu sebelum mendaaratpkkan .. akan melakukan sendiri perbaikan-
per a . pa an tekanan" dari publik. 

Siklus manaJemen sektor publik pada dasarn . 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. ya terbag, kedalam beberapa fase yakni 

oalam fase Perencanaan umumnya diba · 1 • k . 
ka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka J' ag, e dalam tig_a fase yaitu Perencanaan 

Jan~ek (RKP, tahunan). Peraturan perundan enengah (RPJM, llma tahuna~), dan Jangka 
pen_ al adalah Undang-Undang Nomor 25gan yang mengatur mengena1 perencanaan 
nas1on . . tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
pernba~gu~an Nasi~nal yang a~tara lain mengemukakan bahwa dibutuhkan koordinasi dan 
sinkronisasi yang ~aik untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik 
pernbangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah. ' 

Dalam lingkup daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
akan dijabarkan ke dalam Rencana ~trategis (Renstra) SKPO dengan tetap mengacu kepada 
Rencana Pembangunan Jangka PanJang Daerah (RPJPO). Perencanaan lima tahun tersebut 
kernudian akan dijab~r_kan l~gi kedalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja untuk periode satu 
tahun. Oengan dem1k1an d1harapkan terdapat kesinambungan antara perencanaan nasional, 
perencanaan daerah hingga perencanaan di tingkat SKPO. · 

Pada fase ini SAKIP memegang peranan yang sangat penting, karena Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan untuk 
mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peranan tersebut 
diwujudkan dalam penetapan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan 
indikator-indikator kinerja baik indikator kinerja keluaran (output) maupun indikator kinerja 
manfaat (outcome). Dalam sistem penganggaran, usulan anggaran dalam bentuk Rencana 
Kerja (Renja) akan diajukan dan dibahas bersama dengan DPRO. Setelah_ disetujui, maka 
Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja akan dirangkai dalam Rencana Ker~a ~an :Anggaran 
(RKA). Sehingga dalam hal ini nampak adanya upaya menuju anggaran berbas1s k1neqa. 

Anggaran berbasis kinerja merupakan model p~ng~nggara_n ya~g meng~ubungkan 
antara biaya yang dikeluarkan dengan kegiatan se~a k!m~rJa (has1l-has1I) yang d1h_ar~pkan. 
Dalam penganggaran ini pendapatan dan belanja d1bag1 t1dak ha~ya_ b~rd~sarkan Jernsnya, 
namun juga aktivitasnya. Sistem anggaran yang baik harus memenuhi kntena · 
1 · Adanya sasaran strategis yang akan diraih_; . . . . 
2· Adanya pengembangan dan ketersediaan md1kator kmerJa, 
3· Adanya keterkaitan yang jelas antara sasaran dan indikatornya; 
4· T~nggung jawab instansi terhadap hasil (outc~me); 
5· Tidak kaku jika sewaktu-waktu dilakukan revis1. . 

. 
0 

rah (APBO) harus mampu membenkan 
Qan, Anggaran Pendapatan dan BelanJa ae mbiayaan atas berbagai sasaran yang 
henctbara~ Yan~ jelas tentang tuntutan_ besarnyae:U~i dengan kondisi, potensi, ~spirasi dan 
keb ak d1capa1, tugas-tugas dan fungs1 pokok 5 rt t Oengan demikian alokas1 dana yang 
dig utuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun te ekn u._ tan dapat memberikan manfaat dan 

unaka · ram dan egia • 
bena b n untuk membiayai berbaga1 prog ublikpun dapat dicapa1. 
La r- enar dirasakan masyarakat serta kepuasan P 
1 ~9kah-langkah penyusunan APBD adalah: d k men Prioritas dan Plafon Anggaran 
· s enyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan ° u 

2. P:mentara (PPAS) . oaerah dengan OPRD 
3 p mbahasan KUA dan PPAS antara Pemenntah . 

4: P:~yetapan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS BO tuk dibahas dan 
S p usunan RKA SKPD . . R perda AP un . 
· PKD - . . SKPD menJad1 a . . k dalam proses Evaluas1 

men, rnelakukan kompllas1 RKA- DPRD sebelum d1aJU a(~ APO) dengan SKPD 
6. Pe Peroleh persetujuan bersama dengan p merintah oaerah 

11lbahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran e ~---------~
4
~ 
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usunan dan pembahasan rancangan er 
1. penYes penetapan Perda APBD baru da ~t ~~uran dae_~ah (Raperda) tentang APBD 
8. pros perda APBD tidak bertentang~n dlakukan Jika M~ndagri/Gubernur rnenyatakan 

bahwadangan yang lebih tinggi engan kepentingan umum dan peraturan 
Perun 

Yusunan rancangan peraturan kepala daerah t t . 
g pen en ang penJabaran APBD 
· setelah APBD ditetapkan, dokumen rencana . · . _ 

Penetapan Kinerja sesuai dengan I t k . tahu~an tersebut akan d1nngkas dalam 
dokurnen kinerja pada hakekatnya meru k ns ru s1 Pre~1de~ Nomor 5 Tahun 2005, dimana 
penetapanl m melaksanakan program-pr pa an kontrak kinerJa atau kesepakatan kinerja bagi 

PD da a ogramnya dengan h d . . I d SI< an komitmen ini rnaka set' ara an tuJuan yang Je as an 
terukU~- Deng selan·utn a mern ertan iap S~PD sudah ~en_getahui target kinerja yang akan 
dicapa1 untuk . J_ d y P ggungJawabkan kinerJanya yang telah direncanakan 
sendiri pada akh1r peno e anggaran. 

Pada fase pelaksan~an_, kontrol akan dilakukan secara periodik. Media yang dilakukan 
adalah melalui pelaporan ba1k t1ap bulan, triwulan maupun tahunan. 

Pada fase_ pelap~ran_tpertangg_ungjaw~ban, salah satu media akuntabilitas kinerja adalah 
Laporan Akuntabilltas Ki~erJa l_nst~ns, ~emenntah (LAKIP). Media ini juga menjadi alat evaluasi 
untuk peningkatan/perba1kan kinerJa leb1h lanjut. 

Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 telah menyatakan 
perlunya laporan ki~e~ja ~al~~ rangka ~nalisis dan evaluasi guna pengusulan anggaran tahun 
berikutnya. Evaluas1 kinerJa 1ni sangat d1perlukan untuk melihat kesenjangan yang terjadi antara 
kinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata yang dicapai guna memberikan rekomendasi 
yang tepat dalam rangka mernicu tindakan yang diperlukan dan usul penganggaran pada 
periode berikutnya. 

Jika siklus manajemen sektor publik adalah sebagaimana tersebut diatas, maka siklus 
dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja terdapat 4 fase utama yakni : (1) penyusunan rencana 
strategis, (2) perencanaan kiner"a, 3) en ukuran kiner'a, (4 ela oran dan evaluasi kinerja . 

5 
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BAB Ill 

PERENCANAAN 

r::NCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
,A. Ri;.; 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD . 
. · · tujuan dan sasaran strate · SKP meruJuk pada proses menentukan 

visl, rnisi, . t . d gis D, serta menetapkan strategi yang akan dipakai 
untuk rnen~~=:n~:U~~ngana~:sar~;~ers~but dengan m_emperhitungkan faktor-faktor internal 
n,aupun e . . · . agai customer-dnven maka proses penyusunannya 
senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder utama. 

Renstra -~e_rupakan dokumen perencanaan yang berorientasi kepada hasil atau masa 
depan yang dungmk~n dapat tercapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara 
sisternatis dan berkesmambu~ga~ dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala 
yang ada atau yang mung~in timbul. Dengan demikian Renstra harus menyajikan arah 
kebijakan, prog_r~m ~an _kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian visi serta strategi 
dalarn mengant1s1pas1 set1ap perubahan yang mungkin terjadi. 

Beberapa komponen penting dalam Renstra perlu dijelaskan sebagai berikut : 

1. Visi 
Langkah awal dalam perencanaan organisasi adalah merumuskan visi. 
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan 
cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan 
menyangkut kemana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara 
konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif. 
Rumusan visi hendaknya : 
a. mencerminkan apa yang ingin dicapai; 
b. memberikan arah dan fokus yang jelas; 
c. menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis; 
d. memiliki orientasi ke depan dalam mendefinisikan dan menggerakkan sumber daya; 
e. menumbuhkan komitmen; 
f. menjamin kesinambungan kepemimpinan/kebijakan 

2. Misi · · ct t s pokok 
Misi adalah penjabaran lebih lanjut dari visi. Misi harus Jelas sesuai engan uga 
dan fungsi. 
Rumusan misi hendaknya : . . 
a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; . .. 

. . h d t ·uan yang akan d1capa1, b. Membenkan petunJuk ter a ap UJ k dilayani· 
c. Memberikan petunjuk terhadap sasaran yang a an ' 
d. Memperhitungkan masukan stakeholder. 

3 kt Kunci Keberhasilan 
· Analisis Lingkungan dan Fa or I kukan analisis internal dan eksternal 

Dalam merum~skan tujuan, diawali _deng:;a:~a~ berupa potensi, peluang, kekuatan, 
guna mengetahui faktor-faktor kunci keb ihadapi termasuk sumber day~, dana, sarana 
tantangan, kendala dan kelemahan yang d d n dan kebijakan terka1t. Faktor-faktor 
dan prasarana serta peraturan perundang-un _a~gl:m rangka pencapaian tujuan secara 
. . b , . f kuskan strateg1 a 
1n1 erfungsi untuk leb1h mem O . . telah ditetapkan. 
efektif dan efisien dari misi organisasi yang 

4. TuJ·uan . .h 'lkan dalam jangka waktu tertentu (1 
ct· a1 atau di asi .. k ogram dan Tujuan adalah sesuatu yang akan icap umusan sasaran, kebiJa an, pr d 

- 5 tahun) Tu·uan akan mengarahkan ~~r ·uan ditetapkan dengan ~en~acu pa a 
kegiatan d~la~ rangka merealisasikan m1s1.d:~~u-isu dan analisis strateg1s, t1dak harus 
p . . rt didasarkan pa 
ernyataan visi dan m1s1 se a . . kinerja untuk mengukur 

galam bentuk kuantitatif. . d'lengkapi ctengan ,_nctik~to;e yang diinginkan. 
ada perumusan tujuan, mesti 1 

• nya pada akhir peno 
keberhasilan atau kegagalan pencapaian 
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sasaran 
5, sasaran a~ala_h rumusan lebih spesifik da 

pendek dan tuJuan (1 tahun) . lndikator n terukur dalam kurun waktu yang lebih 
capaiannya (target). sasaran perlu disertai dengan rencana tingkat 

strategi 
6. Strategi adalah cara yang digunakan d I . 

dijabarkan dalam kebijakan, program dan k:gf ~n~encapa1 tujuan dan sasaran yang 

Kebijakan 

1. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan atau 
petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan. 

8. Program d I h k 
program a a a umpulan kegiatan yan · t . 
hasil tertentu. g sis ematis dan terpadu untuk mendapatkan 

9. Kegiatan 
Kegiatan adalah apa yang dilakukan oleh seseorang atau unit tertentu. 

Beberapa . kelemah~n u~um yang masih dijumpai dalam dokumen perencanaan 
strategis antara lain sebaga1 benkut : 

1. Lem_a_hnya. identifikasi atas !aktor-faktor internal dan eksternal, serta lemahnya 
signif1kansI hubungan antara Isu/permasalahan dengan tujuan, sasaran dan strategi 
yang dirumuskan. 

2. Kurang tepatnya keterkaitan antara kebijakan, program dan kegiatan. 
3. Belum adanya alat ukur (media pengukuran) untuk mengetahui sejauhmana 

keberhasilan pencapaiannya atau lemahnya indikator kinerja . 

Dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 
Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, sedangkan dalam pasal 40 ayat 
(4) menyebutkan bahwa sistematika dalam Renstra sedikitnya mencakup : 
1. Pendahuluan; 
2. Gambaran pelayanan SKPD; 
3. lsu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 
5. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif; 
6. lndikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; 
7. Penutup. 

Ada tiga macam matrik yang sebaiknya menjadi bagian dalam Renstra : 

1. Matrik Rencana Strategis 
2. Matrik lndikator Sasaran 
3. Matrik Program Tahunan 

Contoh matrik Rencana Strategis : 

lnstansi Visi . .... .. ... ....... .. .. .. 

REN CANA STRA TEGIS 
TAHUN ...... .. .. .. . SID ........... .. 

Misi ..... .. .............. .. 

~a -i~i~~-~ ... ... ... .. .. . 
···-1 .: ,· ... . -'~.\: 2":~·;; : . _..,.: >< .:'3'f; i~:./( !; 

Kegiatan 
7 

7 



,.. 

t h matrik lndikator Sasaran : con 0 

INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS 
TAHUN .. .. ...... .. . S/D .. .. ... ..... . 

1nstansi 
Visi 
Misi 

No Tujuan 

···· ········ ··· ·· 

- ~ ·.: ·:..:.:· : ::..:.:··:..:.:--:..:.:· ·.:..:.--T· :.:..:..:..::..:..:..__cs~a;;;s~a;ra;;n;--- -7---- r =-------r:K~e:te:r~a~n~g~a~n 
~-:-:---:---,--;l;:-n-;d,;-i k:-a7to=-r:--i Kebija ka n Program 

· eria . ·1as J(1n ,. Pe(/, Aklllliabill 0111
a 11 Pe11yusu11a11 Ookumen 
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Contoh matrik Program Talwnan : 

Instansi 
Visi 
Misi 

No Program 

Indikasi Kegiatan 

Kerangka 
Anggaran 

Kerangka 
Regulasi 

Unit 
Ke1ja 

PROGRAM TAHUNAN RENCANA STRATEGIS 

Tahun ke I 

Ribu 
(Rp.) 

::: 
:.... C";: 

(!.J "' ...0 s:: 
E ce 
- -0 - s:: if) (!.J 

Cl... 

,.... 
·en ~ 
~ ~ 
0 ·5o 
.....J (!.J 

~ 

TAHUN ............. SI D .. .... ...... . 

Tahun ke 2 

Ribu 
(Rp.) 

::: ,.... 
~ ~ · V) § 

...0 s:: cc "' 
E ~ ;; ·5o = = ~ Cl) 

if) (!.J ~ 
Cl... 

Tahun ke S 

Ribu 
(Rp.) 

::: • cs: 
o3 ~ 

...!::J = ,.... c.: 
::: -0 - ,... 

ci5 ~ 
Cl... 

::: 
·- c.: (/) .., 

c,:s c.: 
;; · 5o 

.....J (!.J 

~ 

Tahun ke 4 

Ribu 
(Rp.) 

::: 
"' (!.J "' 

...0 ::: 
E cs: 
- -0 - ::: r/) (!.) 

Cl... 

·- s:: en ~ c,:s .., 
.,, "' 0 ·5o 

.....J (!.) 

~ 

Tahun ke 5 

Ribu 
(Rp.) 

s:: 
:.... r.: 
(!.J c,:s 

...0 s:: 
E "' - -0 
- s:: r/) (!.) 

0.. 

·- C: (/) c.: c.: ..... ..,, cc 
0 ·5o 
.....J QJ 

~. 

Tahun peralihan 

Ribu 
(Rp.) 

s:: 
..... cc 
(!.) "' 

...0 s:: 
E "' - -0 - s:: r/) (!.) 

c... 

·- s:: 
(J2 "' "' .., 
~ .~ 
3~ 
~ 

~ -fr. · .. ~r:-:: .-., ~ ~•·i'l~'i'1$" ...... ~,~· 'f"."~,-~ ,t=--;..:,,~c· ~:,:;;xg·· ... -. ,• '·tt1'd :.1;•, !'h:~ /~~ ~,~ ,-~-~"lS~':dJ'~i11t,·l.•';.;i -i"5,(":'~ .,. :16 ;._, ,,t;jc:7·_f ·.;;,rs~ ... :, .... 1'9 -~ <i!(lQ~: .. ~ 21• ••·22...,., ..... 2s 
.•. J.. · ~.;~_;. __ ... __ ·~!"-! ~-~~_.__ J:, ... :£~-~_!.. ; __ t_:'. _7~ ~!~'~--__:_:_~ ~ ~ ....u-=--- ~~ ' ~ - - -j: .·.:.:'··-. ~; :: .. • ... ,.'"'· '}:· n~ · :•1,;.e-.. ~_·-··':' , • -: ~ .. __ • t .. _ ·· • ~--- •·~· .•:· ~ .~ .... ~ :_ i:• .. -,.~ .• . · • · 

l 
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NcANA KERJA (RENJA) DAN RENCANA KINE 
13 RE . RJA TAHUNAN (RKT) 
· pada tahap benkutnya, setiap tahun . 

. kan kembali dalam bentuk Rencana ~atnk ~rogram Tahunan dalam Renstra 
ditu~g pada saat itu dimungkinkan ada KerJa (RenJa) dan Rencana Kinerja Tahunan 
(RK · bangan baru, dimana hal ini di e bnya perubahan perencanaan akibat adanya 
perkemm dan kegiatan masih selaras dengpa r olehkan selam_a perubahan dalam kebijakan, 
progra . n sasaran strateg1s yang telah digariskan. 

perbedaan antara Ren a dan RKT diantaran d I h . 
RENJA a a aa . 

RKT 

Disusun dalam rangka penyusunan RKPD Disusun sebagai konsep Penetapan Kinerja 
dan tindak lanjut pelaksanaannya (PK). 

PK digunakan sebagai dasar pengukuran 
kiner"a. 

Dihim un oleh Ba eda 
Berfokus pada input dan output Berfokus pad a outcome (bermakna 

enin katan atau men ika i ermasalahan . 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Rancangan 
Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku 
kepentingan (stakeholder) untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Renja SKPD 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dengan sistematika sedikitnya mencakup : 
1. Pendahuluan; 
2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; 
3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 
4. lndikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra 

SKPD; 
s. • Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 
6. Sumber dana yang dibutuhkan; 
7. Penutup. 

Contoh matrik Renja SKPD : 

Urusan 
Pemerintahan 

RENCANA KERJA (Nama SKPD) 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

Oroanisasi . ···· ···· ········· Pagu lndikatif 
Prioritas Urusan/ Sasaran Sasaran 

Tahun Tahun 
No Pemba- Program/ Progra Kegiata Tahun 

lalu ini depan 
ngunan Kegiatan m n 

8 5 ·6 7 j - -2 3 .- :- ' 4, f- .: 

Sum-
ber 

Dana 
9 

Lokasi 

10 

Pembangunan, maka dalam S1klus 
Selain Ren·a dalam Siklus PerencanaanKT ang memuat s~sar~n yang hendak 

A_kuntabilitas disus~n Rencana kinerja Tahuna~ (~nc~Ja atau target _kin~rJa yang _hendak 
d!capai dalam satu tahun mendatang. Seluru ·umlah indikator_ k1n~rJa ~trateg1s yang 

~~:Pai dalam satu tahun, dit~a~~kanrud~::n i~~Jikator ~inerj~ ~~~::~t:~~~;~~e~~a~rj~ 
Yan van. l~dikator kinerja strateg1_s in~me viial bagi pencapa1an v1~1. keberhasilan/kegagalan 
ini 9 dom1nan, menjadi isu penting andi unakan untuk meni 81 

merupakan tolok ukur yang 9 eriode tertentu. . 
Penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu p I h lndikator Kinerja Keg1atan yang 

. . dimaksud ada a t ut) hasil (outcome), manfaat 
dik lnd1kator Kinerja Strateg1s yang (input), keluara~ (ou PKin~rja dijelaskan dalam Bab 
(beate~orikan sebagai indikator ma~uk_a:h mengenai lnd1kator 
I\J. net,t) dan dampak (impact). Lebih Ja 
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contoh matrik RKT : 

RENCANA KINERJA 
(Nama lnstansi) TAHUTNAHUNAN (RKT) 

·········· ·· ····· ··· 
rv,isi : ... · ·· ... ... . · · · · ···· · · · 

----- Sasaran 
~ 

lndikator Tar 
~ Kegiatan 

No Uraian Program 
Kinerja get 

Uraian lndikator 
(%) Kinerja Satuan 

-1 . 2 ·3 , · 4 '· 5 ,_. 6 7 8 
Masukan 
Jumlah dana Rp. 

Keluaran 

···················· buah/ 
unit dll 

Hasil 
.................... 
.. ................ .. 

Manfaat 
................... , 
...... , ............. 

Dampak 
.................... 
.................... 

Ke 
Target t 

9 10 

Setelah usulan anggaran tersebut disetujui oleh DPRD maka RKT/Renja berikut 
Anggaran akan dirangkai dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

C. PENETAPAN KINERJA 

. ldealnya, RKT diajukan kepada para pemberi amanat untuk kemudian para pihak 
meng1kat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun. Kesepakatan 
yang demikian dikenal sebagai suatu Penetapan Kinerja (PK). · 

. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu komitmen antara pemberi amanah dan 
penenma amanah sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005. 

. . Penetapan kinerja yang pada hakekatnya_ ad_alah _kontra~ kinerj_~ ~tau kesepak~tan 
kinerJa merupakan instrumen dasar agar para p1mpinan 1nstans1 mem11ik1 arah dan tuJuan 
y~ng jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen 
1~1 ma~a setiap pimpinan lembaga pemerintah sudah mengetah_ui target ki~erj~ yang akan 
d~capa, oleh unit kerjanya masing-masing serta mempertanggun9Jawabkan k1nerJa yang telah 

direncanakannya sendiri pada akhir periode anggaran. 

Conteh Matrik PK : 
PENETAPAN KINERJA TAHUN ... ........... .. 

(Nama SKPD) 

No -i:;p:::-----~------,----:
1
~nd::;;-.

1
k;::a:.:to:;r"KT,;in:;;-er;:;-;ja;--1-lnlndidikcka3titoorr1Kffiiniee;r]'~aa1/.A~n~ggg.airraarn,l 

rogram Utama lndikator 
O 

Outcome (Rp) 
dan Kegiatan Sasaran Tar et 

7 , 8 . 

- --_ _JL_ _ _ L----1--

11 
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contoh PK : 

PENETAPAN KINERJA TAHUN ............... . 
(Nama SKPD) 

oalam rangka. mew~judkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 
tabel dan beronentas1 kepada hasil , bersama ini kami sampaikan Penetapan 

~~;rja ... ............. (Nama SKPD) ¥ang merupa~an ihtisar rencana kinerja yang akan 
. ai pad a tahun .. ......... sebaga1mana terlamp1r. d1caP 

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasila~ 
•sasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akh1r organi . 

tahun anggaran ..... ....... .. . 

Menyetujui 

WALIKOTA MAGELANG 
Magelang, .. .......... .. ............... ... . . 

KEPALA SKPD 

------==== 
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pENGERTIAN 

BABIV 

INDIKATOR KINERJA 

A- Sebagaimana disebutkan dalam · Bab 1 . . 
baikan sistem manajemen yang men ed ' pemenntah d1tuntut untuk melakukan 

pe~sih dan bebas dari KKN serta berk~er'~~nka~ adanya_ transparansi dan akun~abilitas, 
be ra terbuka kepada masyarakat apa y J tngl 91. Pemenntah harus dapat menJelaskan 
seca ang e ah sedang d k d'I k k k d. ra proporsional mempertanggungJ·awabk . ·. an a an I a u an emu 1an 
seca . . an kinerJanya kepada rakyat selaku stakeholder utarna bangsa 1rn. 

Namun permasalahannya adalah b · . 
. k' . . . . agaimana mehhat dan mengukur transparansi 

akuntabilltas dan ineqa ,tu sendm. Sehingga diperlukan ukur k k. . k , 
. k untuk mengetahui . . . . . an-u uran inerJa yang a an 

d1guna an ~apaian_ kinerJa dan set1ap organisasi serta bagaimana 
masyarakat dapat mengetahui kom1tmen yang dimiliki oleh para penyelenggara 
pernerintahan tersebut. 

lndikator_ kinerja adal~h ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapa1an suatu keg1atan, sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. 

Beber~pa . waktu lalu, ada beberapa SKPD yang melakukan perencanaan dan 
pengukuran kinerJa be_rsama~n pada saat menyusun LAKIP. Perumusan indikator kinerjapun 
dilakukan pada saat 1nstans1 menyusun LAKIP berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. 
Akibatnya, rencana atau target kinerja umumnya juga baru dilakukan pada saat LAKIP 
disusun bersamaan dengan pengukuran kinerja sesungguhnya. Kondisi semacam ini pada 
gilirannya mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : 

1. lndikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat 
dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga ukuran pencapaian sasaran yang 
ditetapkan dalam renstra sulit diukur. Lebih jauh lagi keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan misi dan visi organisasi juga menjadi sulit diukur. 

2. Terjadinya rekayasa target atau rencana kinerja untuk mendapat hasil capaian kinerja 
tertentu. 

3. Tidak tertibnya sistem akuntabilitas kinerja, dengan beberapa indikasi : 
a. Perumusan tujuan (goal) tidak jelas; . . 
b. Sasaran strategis kurang spesifik, kurang Jelas, dan kurang terukur, 
c. Ukuran keberhasilan organisasi tidak jelas; . . . . 
d. Belum berani menetapkan target-target kinerja sebaga1 bentuk kom1tmen organisas1 

bagi pencapaian kinerja yang optimal; . . 
e. Belum memiliki sistem pengumpulan data kmerJa. 

B. TIPE DAN JENIS ' · . 
. t kegiatan sasaran atau tuJuan yang 

. Penggambaran tingkat p~ncapaian sua ud a tipe ya'kni kuantitatif atau kualitatif. 
d1tetapkan oleh organisasi dapat d1lakukan dengan u ct· t kan dalam bentuk kalimat 
1 I · d'k t r kinerja yang mya a 
· ndikator kinerja kualitatif adalah in 1 _a O i·t 5 sesuatu. lndikator kinerja kualitatif 

t · unJukkan kua I a · ·t d · · b . . a_npa ada unsur kuantitat1f dan men . . r kinerja secara kuant1tat1 an 1ni 1asanya 
1n1 dapat terjadi jika sulit menyatakan md1k~to ·salnya tentang kepuasan pengguna 
~imbul pada saat menetapkan indikator tu1uan, rn1 , 
Jasa. 

Contoh indikator kinerja kualitatif: 
·et n I11dikator Kinerja -::::~:=~~~~=:=+~~P~en~J;a;sa~~~~~~f~F~ Nama Indikator i.1..1alitasn~,a dilihat 

'ni=;"gka.t kualitas angkutan laut TraflSPOrtasi la~ va:uan dan efisiensi._ 
daii lua::i dae~? J~~;tor ini adalah u.,tuk 
Maksud dan 1ri?1

• ,en."lenai cakupan d.an 
. amtJ-a1 an n ' '!:I d er-h 

men1be~·1 9 .~rnl"lttasi laut di suatu a O 
• 

efisiens1 tra1 ..,~ - ---------
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lndikator kinerja kuantitatif adalah ind'k t . 
2 k k t·t I a or k1ner1·a · n,enyata an u~n I as ~esuatu. lndikator kiner'a ya.ng .mengandung unsur angka atau 

persentase, rasio, atau indeks. 1 kuantitat1f dapat berupa angka absolut, 

lndikator kinerja kuantitatif absolut ad I h . . 
angka absolut, misalnya : a a 1nd1kator kinerja yang dinyatakan dengan 

Nama Indikator 

PDRB 
PenjeJasan Indikator Kinerja 

Pt~C'uk Dom~tik Regional Bruto. 
Me2kzud dan indi'--t . . d I 
mernbe · b ,M or irn a a ah u.:ituk 
. ta n gam aran mengenai penda-~atan 
t a: , rat.a &Jatu d- L ,, 

dEra, 1 secara bnJto dalarn satu tahun · 

/,.ngka Hell apan Hidup 
Perldraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir 
yang akan dicapai Pffiduduk {tahun) 
Maksud . dari indikator ini adalah u:ituk 
memben gambaran mengenai perki! c:a:i rata-
ra.ta lama: hidup yang dapat dicapai pad.a 
sekelornpok penduduk. Angka :n i 
memperliMtkan keadaan dan 5istem 
pclayanan kesehatan yan.g ada d; suatu 
negara atau daerah karena merupakan bc:ituk 
.akhir dari hasil upaya peningkatan kesehat:an 
secara keseluruhan. 

lndikator kinerja kuantitatif persentase adalah indikator kinerja _yang dinyatakan dengan 
menunjukkan persentase suatu porsi tertentu, misalnya : 

Nama Indikator PenjeJasan Indikator Kinerja 

Laju Pertumbuha11 Laju pertumbuhan prod ukttvita;; se~1:or 
Produkti\•ita5 Sekt.or peitanian (%) 
Pertanian Maksud dari indikator ini adalah u.:ituk 

memberi gambaran me~enai pe1tum-bu han 
produktivitas suatu daerah di bidang pettanian 
dalam satu t.ahun. 

lndikator kinerja kuantitatif rasio adalah adalah 'indikator kinerja_ yan~ dinya~akan dengan 
menunjukkan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lain, misalnya. 

Nama Indikator Penjelasan Indikator Kinerja 

Tingkat Mei-ek Huruf. Rasio jumlah penduduk melek huruf dengan 

jumlah penduduk . 
Indikator ini menggarnbari<an _tin~kat kual1ta~ 
. . "en1.3kin keal t1ngkat melek 

h1dup manus1a, " d. dl 
akin ,·endah tingkat pen ~ I ·an 

huruf, s;n d- . sem:akin rendah ~(U.alitas 
pendudu on · 

~ hidupn;ra. 
k rJa yang d1nyatakan dengan 

1ndikator kinerja kuantitaif indeks adalah ind1kator ine 
rnenunjuk indeks, misalnya: 

penjelasan Indikator Kin-erja 
r--.._ Nama Indikator _. . d'kator ini adalah untuk 
lndeks Kemiskinan Mam.1sia. Maksud dar I in 

I 
mengenai tingkat 

memberi gambaran 
. l,: n:an di suatu daerah. 

kem1sl'J,..... ·d k 1 . . f mbul adalah ket1 a se arasan 
Sal h I han yang selama in1 ~ndikator kinerja yang tidak tepat. 

Per a satu permasa a d I h penggunaan 1 . . 
encanaan, salah satu penyebabnya a a a . en gunakan indikator k1neqa p~da 

. . rintah seba1knya m ~ kkan keberhasilan pencapa1an 
tingk t lnd1kator kinerja instans1 pen:ie . harus dapat menunJU d'lihat pada beberapa tahun 
outci outcome, artinya suatu orgarnsas1mungkinan baru dapat I 

rne. Namun demikian, outcome ke 
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rnudian, sehingga hubungan antara 
~!sungguhnya pada tahun yang akan data~u

9
t~ut sek_arang dengan kemungkinan outcome 

arus b1sa ditunjukk 
Antara indikator kinerja pada ti k . an. · 

harus sela~as_ satu ?en~an yang la~;n: P~~~;~ntah Daerah dan unit kerja/satuan kerja 

ke
sarnaan 1nd1kator k1nerJa pada sasara P. . k keselarasan tersebut dapat berupa 

t l·ng me b ·k n emenntah D h . . . atau dapa sa I m en an kontribusi atas ter _aera. d~n unit keqa/satuan keqa, 
pernerintah daerah. penuhinya 1nd1kator kinerja pada tingkat 

Sebagai gambaran misalnya indikat k. . 
Asli oaerah, maka indikator tersebut dapa~r d. inerJa persentas~ peningkatan Pendapatan 
pendapata~ Daera_h) n:1au~un tingkat Pemerint~iu~akan pada t1ngkat satuan kerja (Oinas 
adalah ind1kator kmerJa d1 berbagai satuan k . aerah. Sedangkan pada kasus yang lain 
terpenuhinya indikator kinerja pada tingkat p erJa yang akan memberikan kontribusi atas 
kinerja sasaran pada tingkat Pemerintah O emennt~h Daerah, _sebagai contoh: indikator 
daerah dari sektor pariwisata, indikator terse~~(~%·a mi~alnya . penin~k~tan pe_nda_patan asli 

P
ada berbagai satuan kerja seperti Dina p . . n dipenuhi oleh 1nd1kator kinerJa sasaran 

Promo
si brosur kalender ~isata dan at sk _an~isata (A) dengan indikator kinerja jumlah 

' ' , ra s1 w1sata Din p k · 
indikator kinerja jumlah jalan yang dibangun dan di er as e eqaan Um um (B) dengan 
indikator kinerja jumlah tata ruang obyek wisata yang dispus1harda, di a_n Babppe~a (C) dengan 

un an a1n se aga1nya. 
Pada tingkat kegiatan, indikator kinerja kegiatan dibed k t · · · 

berikut : a an menuru Jen1snya sebaga1 

1. lndikator _Masukan (input) : S~gala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 
dapat berJalan untuk menghas1lkan keluaran (dana, SOM, informasi, kebijakan/peraturan 
perundang-undangan, dan sebagainya). 

2. lndikator Proses (process) : Segala bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka 
mengolah masukan menjadi keluaran. 

3. lndikator Keluaran ( output): Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai/dihasilkan dari 
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. 

4. lndikator Has ii ( outcome) : Gambaran mengenai hasil aktual dari barang/jasa yang 
diproduksi oleh suatu organisasi, dengan kata lain adalag segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. 
lndikator outcome sebaiknya "controllable" bagi organisasi, outcome yang melibatkan 
banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh faktor lain sebaiknya diukur 

sebagai manfaat atau dampak. 

5. lndikator Manfaat (benefit) : Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan 

kegiatan. ' 

6. lndikator Dampak (impact) : Pengaruh yang di_timbulkan ba_ik positif maupun negatif 
pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asums1 yang telah diteta ..... pk...,..,a=n...,... ---,-,....,.....,.~ 

LA~~~y~ P. ENGIRIMAN OBAT 
KE pUSKESi:,1AS 

.. • . . TGENERIKYANG 
JUMLAHMOABOALEH PUSKESMAS 
OITERI 

PENINGKATA N KUALITAS 
PENGOBATAN 

TINGKAT KESEM BUHA 
N pASIEN 

ti-:,· . ...... . 

TENAGA PENYULUH YANG 
BERASAL DARI MASYARAKAT 

SETEM PAT 

JUMLAH KAM PUNG YANG! 
MEN DA PAT PENYULUH!'~_j 

PENINGKATAN KE-SAOAAAN- l 
M ASYARAKATTHD KESE HATAN 

LINGKUNGAN 
L-- -----

MASYARAKATMEM ELI HA RA J 
KESEHATAN UNGKUNGAN~~ 

KUALITAS KESEHATA-N --, 
UNGKUNGAN 
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con 0 men a Bidanq K 

14 ...... Jenis lndikator ewenangan Pendidikan : 
0 

dan Klasifikasi . Alat Ukur Kete-
L--:-;::; ,-- lnd1kator Kinerja 

Tioe Satuan rangan 
1NPUT : 

~-Kuantitas Input Jumla_h t~naga yang melakukan 
Kuantitatif 

~emb1mb1nqan dan Penqawasan orang 
l----

q u~lah tenaga pembangunan Kuantitatif orang e unq 

t h lndikator K' 

i---- Kualitas Input Rasia anqqaran pendidikan J- Rasia 
Prosenta~e tenaga pelatih ahli 

-

Kehematan Prosentase % -- Jumlah b1aya kegiatan 3 
penaaunaan input Kuantitatif Rp 

PROSES: 

1 Frekuensi Jumlah keaiatan diklat Kuantitatif Kali -- Jumlah hari kegiatan 
- Ketaatan jadwal Prosentase kegiatan yang tepat 

Kuantitatif Hari 
2 Prosentase % 

waktu 
~3 Ketaatan terhadap 

ketentuan/standar 

OUTPUT : 

1 Kuantitas Output Jumlah peserta diklat Kuantitatif oranq 
Jumlah bangunan vang direhab Kuantitatif Buah 

2 Kualitas Output Peserta denaan nilai baik Prosentase % 
SD yang sesuai standar Prosentase % 

3 Efisiensi Biava diklat oer orang Rata-rata Ro/ora 
Biava oembangunan per unit Rata-rata Ro/bh 

OUTCOME: 
1 Peningkatan Prosentase pendidik Kuantitatif % 

pasca kegiatan berkualifikasi 
Anaka partisioasi Kuantitatif Rasio 

2 Perbaikan proses Permohonan akreditasi yang Kuantitatif % 

dapat diselesaikan tepat waktu 
Jumlah SD yang mempunyai Kuantitatif % 

laboratorium 
3 Peningkatan Rata-rata lama proses akreditasi Rata-rata Hr/ijin 

efisiensi 
4 Peningkatan Kepuasan masyarakat Prosentase % 

kualitas 

C. SYARAT DAN KRITERIA 
. . k' . yang baik memiliki beberapa prasyarat, 

. Sebagai alat ukur, ind1kator 1nerJa 
diantaranya yang terkenal adalah SMART : . 

_ . ro ram atau kegiatan, sehingga mudah 
1- S_pec1fi~ (Spesifik) : je_las ~esua1 d_engan ti ar tentang hasil atau capaian ~inerja dar! 

d1faham1 dalam membenkan 1nformas1 yang . P hingga tidak menimbulkan 1nterpretas1 
kegiatan dan atau sasaran, terfokus/tidak bias se 

Yang berbeda-beda; . . . d'hitung dibandingkan serta 
2 M t dikuant1f1kas1, 1 • 
· easurable (Dapat diukur) : dapa . 'k' 

dirnungkinkan dapat dianalisis secara statiS
t1 

' . t sesuatu yang diinginkan, hal ini 
3 k n has1I a au . ._ 
. Attainable (Dapat dicapai) : menggambar a I maupun akhir, target maupun reallsas1 , 

te k · b 'k data awa r a1t dengan ketersediaan data, ai d'ukur lazim, mempertimbangkan 
4 R . dengan yang I , 
· eafistic!Relevan : langsung berk~itan 

kernampuan/keterbatasan organisasi; d' i saat yang diinginkan. 
5 r· ·t asi dan kon is . . . . 
. 'tne/y (tepat waktu) : sesuai dengan s1 u . . rdapat beberapa kntena ~nd!k~~or 

. teori peneht1an te . ·t Uika mungkin), Tennc1 U1ka 
kine . Sebagai referensi , dalam teon-. ktif Cukup, Kuant1tat1 
ll'lunrJa . Yang baik, yakni Lang_sun~,. ObJe ' 

9k1n) , Praktis dan Dapat d1yakin1. 
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1 Langsung. ~uatu indi~ator kinerja harus da a 
· anQ akan d1~kur. lnd1k~tor kinerja tidak si t menguk~r ~edekat mungkin dengan ha~il 

finggi atau leb1h rendah d1bandingkan den haru_snya d1ka1tkan pada tingkat yang leb1h 
Misalnya, _"Ban~akn~a alat kontrasepsi ya~a~_has,1 yan~ diukur. 
suatu keg1atan Peningkatan penggunaan 9 tigunakan adalah ukuran langsung dari hasil 
Tetapi "Jumlah penyedia jasa yang terlat~: ode keluarga berencana". 
"Peningkatan pelayanan jasa". Penyedia . 

1 
' bukanlah ukuran langsung dari suatu hasil 

berarti secara otomatis akan memberikanJa!fa yang adalah se_oran~ pegawai terlatih, tidak 
Jika tidak memungkinkan untuk menggi /anan yang leb1h ba1k. 
indikator pengganti mungkin dapat digunak~~ ~n peng_uk~ran langsung: satu atau lebih 
masalah sepanjang bisa memenuhi f ·. umlah indikator yang leb1h dan satu bukan 
erbaikan kinerja. Jadi banyak sedikitn u_n~~kinya ~ala~ memberikan informasi untuk 

p . ya in I ator k1nerJa memang tergantung kebutuhan 
manaiemen. 
Misalnya, pada suatu wilayah desa san t 1-

1 P k ga su it untuk mengukur tingkat pendapatan 
secara angsung. engu uran seperti "P t . . " " ersen ase keluarga d1 desa yang rumahnya 
berlanta1 semen atau Persentase keluarga di desa yang memlk' d. t t 1 · · t 

d II mungkin akan ber u k. 11 1 ra 10, a au e ev1s1, a au 
sepe a , . . g na mes 1pun merupakan pengukuran pengganti yang sangat 
kasar. A~ums_, ya_ng di~unakan adalah bahwa apabila suatu keluarga memiliki pendapatan 
yang leb1h ba,~ dibanding~an dengan keluarga lain, mereka akan membeli barang tertentu 
seperti yang d1sebutkan d1 atas. 

Apabila terdapat bu~ti yang m~yakinkan dan memadai (misalnya, didasarkan pada riset 
atau pengalaman d1 tempat lain), maka indikator pengganti dapat merupakan indikator 
yang memadai, meskipun tidak seakurat pengukuran langsung. 

2. Obyektif. lndikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan 
diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu 
indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. 
Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap 
saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat 
secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan 
untuk suatu indikator. 
Misalnya, "Jumlah perLJsahaan yang berhasil" adalah masih argumentatif, tetapi "Jumlah 
perusahaan yang mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar minimal 5%" adalah 
sesuatu yang tepat secara operasional. 

3. Cukup. Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indik~to'.-indikat_or ~endukungnya 
seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil. "Berapa ind1kator k1~eqa yang h~rus 
digunakan untuk mengukur suatu hasil?" Jawabannya tergantung pa~a. a)_ ko~pleks1tas 
hasil yang akan diukur b) sumberdaya yang tersedia untuk memorntor k!neqa, dan ~) 
· · '. k b at keputusan yang memada1. Untuk has1I-Jumlah informasi yang d1perlukan untu mem u . . . 
h ·1 · pengukuran yang benar dan terbukt1, satu 1nd1kator 

as, yang langsung dan mempunya, . d't tukan untuk disepakati adalah 
s . d h M. I bila has1l yang I en 
"aJa . su a cukup. ,sa_ n_ya, ~p~ . "Nilai dolar dari ekspor tradisional per tahun" 
Peningkatan ekspor trad1s1onal , ind_ika_tor ·a ternyata tidak cukup atau apabila ada 

adalah cukup. Apabila deng~n satu indikator sd beberapa sudut (triangulation), maka 
manfaat yang dihasilkan dan p~ngu_kuran terh~ a~un terlalu banyak indikator sebaiknya 
d~~ atau lebih indikator mungkin diperlukan. ~erdaya yang tersedia untuk pengukuran 
d!h1ndari. Diperlukan keseimbangan ~ntara sum najer untuk membuat keputusan yang 
kinerja dan jumlah informasi yang diperlukan ma , 

memadai · b kt·f d · 
. . . . r kuantitatif belum tentu leb1h o ye ' ar! 

4. ~u~ntitatif, (jika mungkin). Mesk1pun ind1ka~~ kinkan kesepakatan atas data mengena1 
1nd1kator kualitatif ketepatan angkanya mem . gd'kator kualitatif dapat mendukung angka, 
h . , . S d ngkan in I 

as,1 dan biasanya lebih disuka1. e ~ k hasil. program. 
Persentase dan informasi yang menghidup an . di tingkat masyarakat dari segi 

5 T . . ·1 h has1I program . . d d 
.. e~1nci (jika mungkin). Merinc1/m~m1 a . . a biasanya pent1ng da~1 su ut pan ang 

Jen,s kel . 1 k ·, atau d1mens1 lainny kegiatan sering memerlukan 
am1n umur o as , mbangan · k I k 

rnanajer. Pe,ngala~an menunjukkan ptng!ng berbeda dan mempenga~uh1 . e om~o h 

t
Pendekatan yang berbeda untuk kedlomDpaota yyang terinci memtbantmu e~i;t~~~u~ef :~p~k 
ersebut d berbe a. kemanfaa an 
kelo engan cara yan~ . . atau tidak, dan .k bahwa indikator kinerja harus 
t mpok tertentu berpart1s1pas1 •tu adalah bai 
ersebut dalam kegiatan. Oleh karena ' , 
sensitif terhadap perbedaan tersebut. 
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praktis. lndikator kinerja dikatakan pr kf . 
6· dengan biaya yang w~jar. Untuk men~a,sa:ab,_la dapat_di~eroleh pada saat yang tepat 

S
eharusnya menyadan hanya akan mengpl akn inf?rmas, k1nerja yang berguna , instansi 

e uar an b1aya yan . . I b'h 
t diyakini. Kualitas ind'k t h 9 waJar atau t1dak ber e I an. 

7 oapa I a or arus mem d · 
· a a, untuk pengambilan keputusan. 

ANG KAH-LANG KAH 
0. L 

penyusunan indikator kinerja ber'alan . . 
haP awal perencanaan kegiatan tRKN:;gkut! Siklus ~ku~tabilitas . Kinerja. Pad a 

ta rnsi/pertimbangan yang masih sangat d k ) biasanya . 1nd1kator d1buat dengan 
a~u k ukur kinerja ini kadang-kadang buk ~~g t· Dalam pra_kt1k alat ukur kinerja ataupun 
to O ang paling mudah penggunaan an a h~ at ukur terba1k, akan tetapi sering kali alat 
ukur Y nya, se ingga terdapat p I t k k' 
penggunaan alat ukur yang menyesatkan. e uang a au emung 1nan 

Memahami visi, misi hingga tuJ·ua d . . . • . . n an sasaran strateg1s merupakan modal awal 
untuk dapat membuat Ind1kator k1nerJa yang handal. 

Ada dua bagian indikator menurut periode penyusunannya : 

1. lndikat?r ki~erja sasaran : disusun dan tertuang dalam dokumen Renstra. lndikator ini 
kernud1an d1turunkan kedalam sasaran-sasaran tahunan yang selanjutnya menjadi cikal 
bakal adanya lndikator Kinerja Utama. ' 

2. lndikator Kinerja Kegiatan : adalah indikator kinerja masing-masing kegiatan sebagaimana 
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. 

lndikator kinerja sebaiknya selalu di-review tidak hanya terhadap capaian indikator 
kinerja saja, tetapi juga terhadap indikatornya sendiri yakni terhadap keandalan alat ukurnya 
sendiri (nomenklatur/statement yang dituangkan). Harapannya adalah ketika indikator telah 
ditetapkan dalam format Penetapan Kinerja, indikator tersebut sudah merupakan alat ukur 
yang tepat. 

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Point-point penting dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor g Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di 
Lingkungan lnstansi Pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian 

lndikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi (Pasal 1 ). 

2. Pemilihan, Pengembangan dan Penetapan IKU . . 
. .. , KU t k Pemerintah Kota dan SKPD serta unit keqa 

a. Wahkota waJIb menetapKan I un u 
mandiri di bawahnya (Pasal 4). · . . . 

. kurang-kurangnya adalah ind1kator has1l 
b. IKU pada tingkat Pemenntah Kota se . asi setingkat eselon 11/SKPD/unit kerja 

(outcome), sedangkan IKU pada u~i~-t~a~~eluaran (output) (Pasal 5) . 
mandiri sekurang-kurangnya adalah in I a O 

. 
. . ertimbangkan (Pas~I 6) : 

c. Pem1hhan dan penetap~n IKU harus ~=~~okumen strategi? laInnya; 
1) RP J M, Renstra, Keb1Jakan Urn um . serta peran lainnya; . . 
2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, 

1 
ggaraan akuntabilitas kineqa; 

3) Kebutuhan informasi kinerja un~uk p~nye en 
4) Kebutuhan data statistik pernenntah, rkembangan lptek. 
5) Kelaziman pada bidang tertentu dan pe k kepentingan (stakeholder) (pasal 

d rb tkan pemang u 
· Pemilihan dan penetapan IKU me I a 

7). . . tansi yang bersangkutan dengan 
I h pimpinan ins 

e. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan ~ 8pasal 9). 
berpedoman pada peraturan rnenten ( i Negara Pend~yagunaan Aparatur 

Peraturan Menter 'kator Kineria Utarna (IKU) pada 
Nega Hal senada tertuang dalarn n ebutkan bahwa Ind' tcome. Oleh karena IKU pada 
setia ra_ Nomor 20 Tahun 2008 yan~ rn: iidikator output dan ou nya menggunakan indikator 
LJriit P tingkatan unit organisasi mellpu ~KPD sekurang-kura _n~g:...--------;--=-::---
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Keluaran (output) , mak~ untuk melihat h b 
perlu dilakukan evaluas, dan analisis. u ungannya dengan outcome yang akan datang 

Kinerja utama dari instansi adalah h 1 
ore area tugas, fungsi dan kewenangan u/ ut~ma ap~ yang akan diwujudkan yang menjadi 

c ama Instans1 yang b k 
Sistem manajemen kiner'a ersang utan. 

d • J pada level at t· 
d
·turunkan kepa a sistem manajeman k' . . au ingkatan organisasi harus dapat 
' d ' t k d iner1a individu t k Keselarasan ian ~ra e uanya. Dalam siste . . . a au elompok sehingga terdapat 

Kelompok akan dIselaraskan dengan kiner' m 1~1 diharapkan bahwa kinerja individu dan 
organisasi/instan_si terc~pai maka tujuan in~~ .~nit atau instansi . sehingga apabila tujuan 
organisasi atau mstans1 pemerintah dapat m~v, u dan kel?mpok Juga_ akan dapat dicapai. 
atau kelompok guna membantu dalam ran k~ggunakan ~ist~m mana1emen kinerja individu 
sebagaimana telah ditetapkan dalam rencani t mt e~capai tu1uan pelayanan kepada publik 

s ra egIsnya. 
Kerangka kerja penyusunan IKU dimulai d · · . . . 

indikator pada daftar awal yang diusulkan an I?entifikas, d~n. pengumpulan sejumlah 
penetapan resmi dan pengorganisasian penera;::~'. pada penila1an, seleksi, pemilihan, 

Dalam penilaian kinerja seringkali terd t 
d n pihak "luar" organisasi. Untuk me a~a perb~daan persepsi antara pihak "dalam" 
a a stakeholder untuk mendapatk mp;rsemp,t kese~Jan~an terseb_ut, diperlukan pelibatan 

par . . an esepakatan kmer1a yang d1harapkan. Pihak-pihak 
terka~t terse~ut diantaranya adalah DPRD, Sekretariat Daerah, Ba eda Dinas/Lemba a 
Teknis terka1t dan kelompok masyarakat tertentu. PP ' 

9 

Proses Penetapan IKU di tingka~ Pemerintah Kota dilakukan ol~h Tim yang terdiri dari 
unsur ~~ppe~a, lnspektor~t_,. Sekretanat Daerah dan unit lainnya yang dapat membantu 
proses In1. lnd1kator yang d1p11ih merupakan : 
- lndikator gabungan (komposit); 
- lndikator-indikator yang merupakan outcome ; 
- Hasil program dan kegiatan utama pelayanan masyarakat; 
- lndikator makro; 
- Sebagian indikator fisik (fasilitas umum dan infrastruktur). 

Penetapan IKU di tingkat SKPD dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan 
Renstra SKPD, namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penetapan tersendiri. Dalam 
Keputusan ini sebaiknya juga dimuat beberapa hal, antara lain : 
- Kewajiban menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan; 
- Kewajiban menggunakan IKU dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran 

dan pelaporan serta dalam pemberian ganjaran dan sanksi; 
- Pelaksanaan reviu dan evaluasi pelaksanaan IKU. 

Conteh Matrik IKU : Lampi ran Keputusan ........ 
Nomor : 
Tanggal : 

INDIKATOR KINERJA UTAMA .... (nama SKPD) 

TU GAS DAN FUNGSI : .. .. .. ........ .. .. .. 
r--. Sumber Keterangan 
No ··· ··· ········ ······ Kinerja Penanggung 

Sasaran Renstra lndikator Jawab Data -- Utama 

----- ulan co . . r sasaran merupakan kump ~ PY 
Bany k h saat ini bahwa 1ndikato kan kumpulan indikator keg1atan. 

Pa a pema aman • a merupa ct· • 
Pe:e) dari i~dikator outcome program yan~rl~;lkan indikator sasaran yang ituJu. 

ahaman Ini pada dasarnya belum meng 
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Contoh IKU: 

--- Bidang 
lndikator Kinerja Utama ~-pendidikan Reff A~g_ka melek huruf (AMH) 

N1la1 Rata-rata Diknas 
Angka Lulusan (AL) pp 6 / 2008 

Angka Mengulang Sekolah (AU) MDG 

Angka Putus Sekolah (APS) 
Angka Rat~-~ata Lama Sekolah 
Ang~a Part1s1pasi (APK/APM) 
Ras~o K~tersediaan Sekolah 
Rasia S1swa 
Rasia Kelas 

Kesehatan 
Prasentase Fasilitas dll - Usia Harapan Hidup

1 

2 
Depkes Angka _Harapan Hidup pp 6 /2008 

Alakas1 anggaran perkapita MDG 
Angka Prevalensi Penyakit 
Angka Kematian 
Angka Kelahiran 
Angka Kesembuhan 
Prosentase Gizi Buruk 
Praparsi penanganan 
Rasia Dakter, Paramedis dll 

I 

Rasia Pasyandu, Puskesmas, dll 
Prasentase rumah sehat 
Prasentase Jamkesmas 
Kepuasan Masyarakat, dll 

3 Kependudukan dan Laju pertumbuhan penduduk Departemen 
Tenaga Kerja Angka Kepadatan penduduk pp 6 / 2008 

Jumlah Akseptar KB MDG 
Prosentase penggunaan alat kontrasepsi 
Prosentase Keluarga Prasejahtera 
Angka Partisipasi Angkatan Kerja 
Angka Pengangguran 
Angka ketergantungan 
Prospek kesempatan kerja . 
Jumlah permintaan tenaga keqa 
Rasia tenaga trampil/terdidik 

., 
I 

~ AnQka sengketa, dll 
4 Pemuda dan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga massal 

Jumlah kegiatan/arganisasi pemuda 
Laju Prestasi 
Rasia sarana olah raga -- OIi 

5 Pertanian Luaslahan . 
Jumlah Produksi/komod1tas 
Volume panen 

Nilai ekspor 'tPDRB Pertanian 
Laju pertumbuhan . 
Pendapatan perkapita petani 
Prosentase ke_butuhan terlatih 
Kualitas/kuant1tas te~a~a dll 

~ 
Nilai investasi agrob!sni\ 

i--

Koperasi, Perdagangan Prosentase koperas1 akt1 

dan lndustri Jumlah UKM/perusahaan 
Volume perdagangan 

Total omzet dan prornosi 
Volume pameran 
Jumlah jenis produk 

I Nilai e~spor duk Unggulan 
Potens1/Pro . a dll 

-------
Aliran bar~as ' 
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~ surnberdaya alam dan 
Prosentase Penanganan sampah lingkungan hidup 
Pen~~maran udara, air, limbah 
Sert1f1kasi AMDAL 
Jum_lah kasus pelanggaran 

~jahteraan sosial 
Ras10 tebang _pilih, dll 

~ Angka kemiskinan 
Pertumbuhan PDRB 
Laju inflasi 
lndeks Gini 
lndeks Pembangunan Manusia 
Prosentase penampungan sasial 
Rasia PMKS, dll 

~ 7:'ernbiayaan Jumlah/macam pajak/retribusi daerah 
Pernbangunan Daerah Rasia PAD 

Rasia wajib pajak dan jumlah penduduk 
Patensi penerimaan daerah 
Rata-rata capaian kineda SKPD, dll 

To Tata pemerintahan I ndeks kepuasan masyarakat 
yang bersih lndeks persepsi karupsi 

Jumlah kasus KKN 
Temuan pemeriksaan 
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 
Pela_2aran kineda, dll 

' 11 Dan lain-lain 
·-

i 

J 
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BABV 
PENGUKURAN, EVALUASI DA 

N ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

pENGUKURAN 
A, Pengukuran kinerja adalah pros 

t h · t· k t k es mengukur ke · ntuk menge a UI mg a eberhasilan dan k maJuan pencapaian tujuan, yakni 
u ntuk mengukur kualitas dan efisiensi at egagalan suatu kegiatan, termasuk didalamnya 
~roduktivitas, ketepatan waktu dan hasil-hasii8l~in~~~-ut yang dihasilkan, kualitas layanan, 

Terdapat berbagai macam metode . . 
scorecard, Malcolm Baldridge dan lain-lain Pingu~ura~ kinerJa seperti Sig Sigma, Balance 
sendiri kerangka pengukuran kinerjanya se~ua~~anisas, dapat memilih dan mengembangkan 

. . 1 engan fokus-fokus .yang dipilih. 
Pengukuran capaIan k1nerja dalam sistem AK 

akni dengan cara membandingkan antara IP adalah pe~gukuran yang sederhana 
~inerja yang telah ditetapkan sebelumnya. rencana dengan reahsasi dari setiap indikator 

Proses pengukuran kinerja pada dasarnya mencak h _ • . . 
1. ldentifikasi kinerja yang diukur; up al hal sebagai benkut . 
2. Memilih alat ukur yang digunakan; 
3. Menetapkan target yang hendak dicapai; 
(Ketiga /angkah ini sudah dilakukan pada saat perencanaan) 
4. Menetapkan sistem pengumpulan data kinerja; 
5. Melakukan pengumpulan data kinerja; 
6. Mengukur kinerja; 
7. Melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja; 
8. Menyimpulkan. 

Penghitungan capaian kinerja atas indikator input, output dan outcome menggunakan 
dua rumus : 

1. Apabila semakin be'sar realisasi berarti semakin baik kinerjanya (positif) , atau sebaliknya 
semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya (negatif) 

Rumus . ,. ' 
~ 

I .P,endek · 

Realisasi 
------------- X 100 % 
Rencana 

Conteh : lndikator output target produk yang dihasilkan 150 unit. terealisasi 200 un~~ 
dengan tidak melebihi anggaran yang dipersiapkan, seh1ngga terdapat has11 

timum. 

200 
- - ---- X 100 % = 133,33 % 
150 

2 . . akin besar realisasi berarti semakin buruk 
· Kebalikan dari kondisi d1atas, ~pablla semk_ kecil realisasi semakin baik kinerjanya 

kinerjanya (negatif), atau seballknya sema in 
(positif) 

· ··· 1· · Rencana) Rum US·... Rencana - (Rea ,sas1 - ----------- x 100 % 

pan j an g ----------------~~~~;~-~------
---~~ ,--_-_-_----=~_:-~~--=-=:---

Atau ( 2 x Ta_rget )- Realisasi 
X 100% 

--------------------------------
Target 

0 000 00 terserap Rp 9.000.000,00 
R 10 00 • I f" • • 

• 
1 

h anggaran P · sehingga terdapat e 1s1ens1. 
lndikator input 1um a . lah output yang sama, 
untuk mendapatkan se1um 

Contoh : 
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'I 
J 

10.000.000 (9.000.000-10.000.000) 

- ---- ---------------- - ------ ---- X 100 % = 110 % 
10.000.000 

pada saat ini hal yang umum diterapkan adalah : 

Jnput menggunakan ru~us . panjang, karena realisasi penyerapan akan selalu dibawah 
a. jumlah anggaran yang d1sed1akan; 

output mengguna~an . rumus pendek, karena sebagian besar output berupa produk 
b. barang/jasa yang d1has1lkan; 

outcome dap~t n:1enggunakan rumus pendek maupun panjang tergantung makna dari 
c. kondisi yang d11nginkan, apakah bermakna positif atau negatif. 

Contoh : 1. Realisasi >Target= baik atau Realisasi <Target= buruk 

Target pendapatan 1 milyar terlampaui menjadi 1,2 milyar, maka dengan 
menggunakan rumus pendek diperoleh capaian kinerja 120% 

2. Realisasi >Target= buruk atau Realisasi < Target= baik 
Jumlah kasus penyakit menular ditargetkan 1 O kejadian, pad a kenyataannya 
terjadi 15 kasus, maka dengan menggunakan rumus panjang diperoleh 
capaian kinerja 50%. 

Jika saja yang terjadi 8 kasus maka hasilnya 120%. Rumusannya sama 
dengan Target/Realisasi x 100%. 

Secara agregat, capaian kinerja indikator dari masing-masing kegiatan dirata-rata 
menmiunakan rumus: 

Nilai Capaian Kinerja = 
I Nilai Kegiatan 

In kegiatan 

· · k iatan dan sasaran dituangkan dalam 
Hasil pengukura~ ki~erKja ,:nats1n)gd;na~~~ i~s (Pengukuran Pencapaian Sasaran). Form PKK (Penukuran KinerJa egIa an 

Conteh matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK): 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN .. ...... 

lnstansi 
Visi 

. ··· ·········· ······· ·· 
Misi 

. ·············· ·· ·· ··· · 
Target Realisasi % Program Kegiatan lndikator Satuan 

Pencapaian 

1 1 Input : 

·· ·· ··· 
Output : 

······ · 
Outcome : 

······· 
2 ..... ········ · 

. n Sasaran (PPS): PencapaIa 
Conteh matrik Pengukuran ASARAN TAHUN .. .. .... 

APAIAN S PENGUKURAN PENG 
lnstansi 
Visi . .. .. ... .. .. .... ... ... . 

Misi . ···· ···· ············ ·· 

No r-:S~a_s_a.:_·r:..:..~n:..:.: .. ·:.:..: .. ..:..: .. ..:..:·· :..:...· .. :.:.: .. ..:..:l~..:..:·d~·~-a7to- r~K~in:::e::::8~•a;-- Target 
· 01 

RealisasI 10 . 
Penca aIan 

Keterangan 

Keterangan 
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setelah dilakukan pengukuran d 
h ·1 ·1 · d" an evaluasi ki · ianjutnya as, rn ainya 1kategorikan nerJa terhadap kegiatan dan sasaran 

se nilaian dari BPKP, maka skala penilaian ~en~gunakan skala ordinal. Merujuk pada skal~ 
pe Nilai dibawah 55 : kurang nerJa adalah sebagai berikut : 

Nilai > 55 s/d 70 cukup 
Nilai > 70 s/d 90 baik 
Nilai > 90 sangat baik 

pengukuran kinerja kegiatan dilakuk 
. dikator sasaran yakni ukuran rata-rata pe an ~eng~n ~ara mengukur tingkat capaian 
~ giatan. lndikator outcome dijadikan sebagn~~Pi8':n kineqa dari setiap indikator outcome 
e aran sebab indikator outcome lebih ai O O u~ur dalam menentukan capaian kinerja 

~:~iatan daripada indikator input maupun indi:~~~~~~:~an keberhasilan/kegagalan suatu 

. Pada suatu ketika seringkali terjadi perubahan- . . . 

b
··akan-kebiJ. akan pemerintah daerah S h" . p~rubahan yang cukup s1gnif1kan atas 

ke IJ · e ingga nila1 capaian k. · · d. 1·t t 
·d K semestinya dibandingkan Leb·h r . . ineqa menJa I su I a au 

ti a d. eroleh adalah ba · . 1 pen ing d~n sekedar mehhat berapa besarnya nilai 
yang 1P . gaimana substans1 pencapaian/kinerja atas pelaksanaan 
rnisi/sasaran. Sehi_ngga un~u~ mendapatkan manfaat dari penyusunan LAKIP adalah 
rnelaKuKan evaluas, dan anahsis atas target dan realisasi dari indikator yang telah ditentukan. 

B. EVALUASI DAN ANALISIS 

Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk melihat perbedaan kinerja (gap) dari capaian 
yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hasil analisis dan evaluasi lebih lanjut 
dapat digunakan sebagai umpan baliK untuk mengetahui pencapaian implementasi 
perencanaan strategis. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasi lan dan 
kegagalan suatu organisasi dan memberikan masukan untuK mengatasi permasalahan yang 
ada. Sedangkan keuntungan yang diperoleh antara lain untuk perbaikan perencanaan, 
strategi, kebijakan; untuk pengambilan Keputusan; untuk tujuan pengendalian 
program/kegiatan; untuk perbaikan input, proses, dan output, perbaikan tatanan atau sistem 
prosedur. 

Evaluasi dan analisis capaian Kinerja antara lain meliputi aspek akuntabilitas 
keuangan, aspek ekonomi, efisiensi dan efeKtivitas. 

1. Akuntabilitas Kinerja Keuangan mencakup pertanggungjawa~an a~~s value of m?ney yaitu 
pengalokasian dan penggunaan sumberdaya secara eKonom1s, ef1s1en dan efekt1f. 

2. Aspek Ekonomi mencakup penggunaan input secara cermat, ~~ti-hati, hemat dan dapat 
berarti mengurangi biaya-biaya yang tidaK perlu. Secara spes1f1k sebenarnya mencakup 

kajian atas : , 
1 ' a. Perbandingan antara anggaran dan kebutuhan dana sebenarnya. 

b. Perbandingan antara anggaran dan penggunaannya. 

c. Penggunaan dana secara maksii:nal. t Kegiatan perlu dilihat nilai per satuan 
Untuk dapat melihat hemat atau t,daKnya_ ~ua ~ enggu~aan dana, dikeluarkan dulu 
out~ut. Sehingga dala~ p~ng_uk_uran efteni~/pengurangan nilai pada kegiatan yang 
keg1atan-kegiatan yang t1dak Jad1 d1laksana an 
out~utnya tidak tercapai. barKan atau menganalisis apakah a~et y~ng 
~as10 Ekonomi digunakan untuk ~enggam raKat secara konsisten sesua1 kualltas 
d1miliki digunakan untuk memenuh1 tuntutan masy~ K menghitung berbagai pengeluaran 
dan kuantitasnya Rasio ekonomi digunaKan un uaraKat Dengan Kata lain menjawab 
Yang digunakan ·untuk memenuhi tu~tu~and_rnapsa~ dibut~hKan atau tidak. 
rn h ng ingin 1ca , 

engapa seNice itu ada, apaka ya . t secara· berdayaguna. Dalam hal 
3 A enggunaan mpu h h ·1 k I . spek Efisiensi berhubungan dengan p . put yaKni diperole nya as1 e uaran 

ini mencakup perbandingan antara output ~an a,~an 'dana serendah~r~ndahnya. . . 
Produk tertentu dengan penggunaan sumber ~y rKan atau menganalls1s apakah ts, dan 
Rasio Ef . . . k ntuK menggam a . diinginKan dengan menggunakan 
k . 1s1ens1 d1guna an u_ spesifiKas1 yang d. akan dalam pelayanan 
Ualltas output spesifik sesua1 dengan mber-sumber yang ,~u~ t ut 

s~mber dana yang paling kecil. ApaKah s~mber itu dirubah rnenJad1 ou P . . . 
dtgunakan secara efisien ketika sumber s . tu·uan atau sasaran, yakni has1lguna 

4. As an pencapaia~ J . K menyatakan tentang berapa 
d ~ek Efektivitas berhubunga~ deng Kan. EfeKtiv1tas tida t tapi lebih pada sejauhmana 
b:n Pr~gram/kegiatan yang dilaks::encapai tujua~ te~e;e~hasil mencapai tujuan, maka 

sar b1aya yang dikeluarkan untu . tu organ1sa51 
Pen . · · Apab1la sua 

~a1an tujuan itu send1r1-~-- 24 



organisasi tersebut dapat dikatakan t I h . 
· · k pe · t h e a berJalan d . rneng1ngin ~n. menn a an dapat ber"ala e~~an efekt1f. Namun demikian, publik 

Aspek efekt1v1tas adalah bagaimana l n secara ef1s1en dan efektif 
I h ct·t t k suatu organis · ct · yang te a I e ap an. Pengukuranny d as, apat mencapai target-target misi 

antara output dan outcome. a a alah dengan melihat hubungan signifikansi 
oalarn pelayanan publik maka Rasio Ef kt· . 

I. . k t t ' e IVltas digun k rnengana 1s1s e epa an pelayanan yan ct· a an untuk menggambarkan atau 
seberapa baik pelayanan dijalankan· ku~rt iselaraskan antara kebijakan dan tujuannya : 
keadilan dalam pelayanan. ' 1 as pelayanan yang diberikan; kemudahan dan 

Secara lebih spesifik, evaluasi dan anar · . . . 
. 1818 pada setiap 1nd1kator sebagai berikut : 

1 KinerJa Input dapat berupa kuantitasnya k rt 
· penggunaan input. ' ua I asnya ataupun kehematannya dalam 

2 Kinerja proses dapat berupa frekuensi prose /k . 
· ketaatan terhadap standar/ketentuan d 

1 
8 egiatan, ketaatan terhadap jadwal dan 

a am melaksanakan. 

3_ Kinerja Output sama halnya dengan pengukuran kin • . . . 
kualitasnya dan efisiensi dalam men h •ik erJa input yakni berupa kuant1tasnya, 

9 as1 an output. 

4. Kinke~j~t Outco:e h dapat .
1 

bkerupa peningkatan kuantitas, kualitas, proses, efisiensi, 
efe t1v1 as, peru a an pen a u, pendapatan dan sebagainya. 

5. Kinerja Dampa~ (benefit dan impact) adalah mengukur outcome-outcome yang lebih 
makro, membenkan g~~b~ran efek langsung maupun tidak langsung dan keterkaitan 
antar outcome. Ukuran 1n1 d1gunakan dalam kebijakan strategis yang lebih luas. 

C. UMPAN BALIK 

Hasil evaluasi dan analisis kinerja secara keseluruhan akan sangat diperlukan untuk 
melihat kesenjangan yang terjadi antara kinerja (kondisi) yang diharapkan dengan kinerja 
(kondisi) nyata yang dicapai. Selanjutnya akan dihasilkan rekomendasi yang tepat dalam 
rangka memicu tindakan yang diperlukan dan usul penganggaran pada periode berikutnya. 

Melihat tujuan awal dari SAKIP yakni untuk meningkatkan kinerja, maka LAKIP yang 
akan dibahas pada bab berikutnya (Bab VI) haruslah LAKIP yang dapat meningkatkan 
kinerja. Kelompokkan hal-hal yang harus mendapat prioritas perhatian serta kemungkinan­
kemungkinan kondisi yang akan datang, kemudian rekomendasikan secara detail. 

Seringkali rekomendasi yang muncul sifatnya masih sangat umum, padahal 
permasalahan sebenarnya lebih banyak pada hal-hal ~ang bersifat teknis, sehingg~ la_ngkah 
berikutnya yang diambil belum sepenuhnya dapat menJawab permasalahan yang teqad1. 

Umpan balik itupun akan dapat memberi manfaat manakala : 

1. LAKIP senantiasa digunakan sebagai referensi/acuan untuk meningkatkan kinerja. 
2 E . . 5 dengan memperhatikan perkembangannya 
· valuas1 d1lakukan secara terus meneru da perkembangan indikator outcome, 

selama jangka waktu (periode) tertentu, utamanya pa 
benefit dan impact. . . 

3 . . . 
1 

hal capacity bwldmg utamanya yang 
· Membenkan perhatian leb1h senus da am rt aspek-aspek pendayagunaan aparatur 

menyangkut kualitas SOM kesepahaman se a t 
negara seperti budaya kerj~. reward and punishmen · 
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LAPORAN KINERJA A, 

BABVI 

PELAPORAN 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 T 
Entitas Pelaporan wajib menyusun dan me~~~a~ooe Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap 

Laporan kinerja berisi ringkasa t Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. 
. d. . d . . . n entang kelua d . . 

has1I yang icapai an masing-mas1ng program. ran an masing-masing kegiatan dan 

Bentuk dan isi Laporan Kinerja d. . 
Anggaran sebagai berikut : isesuaikan dengan dokumen Rencana Kerja dan 

SKPD 
oungsi 
Sub Fungs1 

. ······ ····· ··· ·············· 

. ········· ···· ···· ·· ······ ··· 

LAPORAN KINERJA SKPD 
TAHUN ANGGARAN .. ... . 

Belanja 
Kod Program/Kegiata Hasil/Keluaran 
e n Anggara Realisas Rencan Realisas Satua 

Keteranga 
n i a i n 

1 2 3 
n 

4 5 6 7 8 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan 
menyampaikannya kepada Walikota cq. Bagian Organisasi Setda selambat-lambatnya 2 
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Khusus untuk kegiatan yang bersumber dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 
Laporan Kinerja disampaikan setiap Triwulan kepada Walikota Cq. Bagian Pembangunan, 
Gubernur maupun Kementerian yang menangani. 

. Laporan Kinerja Tahunan selanjutnya dipergunaka~ sebagai bahan pertimbangan 
bag1 DPRD dalam membahas Pertanggungjawaban Pemenntah Daerah dan RAPBD tahun 
berikutnya. 

B, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMER_INTAH (LAKIP) 
Ser · t • · t h berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan 

kinerJ·a iap ins 8 ~51 pemer~nba t k pertanggungjawaban. Laporan Akuntabilitas Kinerja 
secara tertul1s sebaga1 en u • k I t· k t k. · lnstans· p . . laskan keberhas1lan dan egaga an 1ng a ,nerJa 
1 emenntah (LAKIP) harus menJe d n memperhatikan · 

Yang dicapai secara jujur, obyektif, akurat dan transparan, enga . · 
1. p · · . . H I hal yang dilaporkan harus propors,onal dengan 

. nns1p hngkup pertanggungJawaban. a - . . 
lingkup kewenangan dan tanggung jawab masmg-mas,ng. . . 

2 p · . 
1 
h I penting dan relevan bag, pengamb1lan 

· nnsip Prioritas Hanya mencakup ha - a 
k · · t eputusan dan upaya-upaya tindak lanJU · . • k t k. · 

3 p . . b · manfaat bag1 penmg a an 1nerJa. 
. nns1p f h s mampu mem en man aat. Laporan aru kt dapat dipercaya/diandalkan, 

. . . . . levan tepat wa u, .. . rn laporan yang baik memilik1 c1n-cin re . ' lengkap, netral, berdaya UJI dan sesua1 

St
Udah dimengerti menarik konsisten antar bag1an, 
and , , 

ar laporan yang ditetapkan. . format LAKIP·dibuat seragam tanpa 
· dan evaluasi, · hk F t LAKIP rn Untuk memudahkan pembandingan bilamana d1butu an. orma 

r-/~9abaikan penambahan-penambahan tertentu 
inirnai terdiri atas : 
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ISi 
l(HTlsAR EK~EKUTIF 
~enyajikan tuJuan dan sasaran yang telah . 

•auhmana pencapaian tujuan dan sasar ditetapkan dalam Renstra, 
seJ gkah-langkah yang telah dilakukan s!~ utfma, kendala yang dihadapi, 
ia;rnunqkinan yanq akan teriadi. a angkah antisipatif terhadap 

f-pEND~HULUAN 
MenyaJ1kan hal-hal umum organisasi serta . . 
dan fungsi. ura1an singkat tugas pokok 

~RENCANA S~RATEGIS 
Gambaran s1ngkat ~asaran yang ingin diraih pada tahun 
bersangkutan serta ka1tannya dengan visi dan m•15-1 0 

. . yang . . . . rganisas1. 
Rencana Strateg1s . ura1an singkat Renstra da · · · · · t · 
sasaran, kebijakan dan program instansi. ' n v1s1, m1s1, UJuan, 

Rencana. Kinerja : ~er~tama mengenai kegiatan-kegiatan dalam rangka 
mencapa1 sasaran, 1nd1kator keberhasilan pencapaian 

-Ill. AKUNTABILITAS KINERJA 
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis 
akuntabilitas, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, 
permasalahan dan lanqkah-langkah yang diambil. 
Disajikan pula akuntabilitas keuangan serta hasil analisis aspek-aspek 
kineria. 

IV. PENUTUP 
Kesimpulan dan rekomendasi 

LAMPIRAN 

PROPORSI 

5-10 % 

25-35 % 

45-55 % 

10-15% 

5-10 % 

LAKIP disampaikan kepada Walikota Magelang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada lnspektorat dan Bagian 
Organisasi Setda. 
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BAB VII 
EVALUASIEKSTERNAL 

Sistem AKIP diimplementasikan secara ,, 
1 ·ntah. lni berarti instansi merencanakan s; ~ assesment " oleh masing-masing lnstansi 

p~rn~n a sendiri serta melaporkannya send· ~en in, ~elaksa~akan, mengukur dan memantau 
KinerJa;Y mikian perlu adanya evaluasi dari 

I
\k~a~a Instans1 yang lebih tinggi. Dalam sistem 

yan9 ~alik yang obyektif untuk perbaikan ~
1 

a 1
.~

In yang l~bih independen agar diperoleh 
urnpan . ang melakukan evaluasi atas a untab11itas dan kinerja instansi. Pihak-pihak diluar 
instans1 y unaan Aparatur Negara dan lnpenketrapan SAKIP adalah BPKP, Kementerian Negara 
pendayag spe orat Kata Magelang. 

Tujuan Evaluasi tersebut adalah : 

1 Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP . 

2: Menilai akuntabilitas kine~ja SKPD ; ' 

3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabil itas SKPD. 

lsu-isu penting yang diungkap melalui evaluasi antara lain : 
1. Kesungguhan instansi pemer!ntah dalam menyusun perencanaan kinerja apakah bebar-

benar telah berfokus pada has1I ; 

2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja ; 
3. lsi informasi kinerja dalam LAKIP ; 
4. Pengungkapan pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP ; 
5. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi ; 
6. Pelaksanaan dan keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja 

tersebut dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan serta pengendaliannya ; 
7. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi. 

Adapun komponen penilaian dan alokasi nilainya sebagai berikut : 

No. Komponen Babat Sub Komponen 

1. Perencanaan Kinerja 35% Meliputi: 
a. Renstra 15 % 
b. Rencana Kinerja T ahunan 10 % 
C. Dokumen Penetapan Kineria 10 % 

2. Pengukuran Kinerja 20 % Meliputi : 
a. lndikator Kinerja 12 % 
b. Sistem Pengumpulan Data Kineria 8 % 

3. Pelaporan Kinerja 15 % Meliputi: 
Pemenuhan Pelaporan 2 % a. 
Penyajian dan Pengungkapan lnformasi 

b. Kinerja 10 % 
C. Pemanfaatan lnformasi Kinerja 3 % ---4. Evaluasi Kinerja 10 % Meliputi : . 

0 

a. Pelaksanaan EvaluasI 6 Yo 

b. Pemanfaatan Evaluasi 4 % 

~ Capaian Kinerja 20% M r uti · 
e '~apaian output (Keluaran) 10 % 

a. 

I"'--. b. Outcome (Hasil) 10 % 

TOTAL 100 % 

d I m Laporan Has1I EvaluasI (LHE) 
d·t ngkan a a b 

Yang d~asil penilaian tersebut sel~njutny~g lk~:enangannya terkaitd de~~=~i~~;~; ;n aniaag~ 
SAK isarnpaikan kepada pihak-p1~a~ ya k dijadikan rekomen as1 
Perbl~, serta SKPD yang dinilaI untu 

aikan/peningkatan kinerja. 

------ I 28 ·~ . 



BAB VIII 

PENUTUP 

Sistem Akunta_bilitas Kinerja lnsta_nsi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan 
m rangka perwuJudan pertanggungJawaba_~ pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sert~ 

dala laan sumbe~ daya ~an pela_ksanaan keb1Jakan yang dipercayakan kepada setiap instans1 
penge~ot h setiap 1nstans, pemenntah secara periodik waJ.ib mengkomunikasikan pencapaian enn a . . . . 
p~m dan sasaran strategis orgarnsa~_1 kepada para stakeholder dan melaporkannya secara 
tuJu~n I dalam bentuk Laporan Akuntab1htas lnstansi Pemerintah (LAKIP). 
vert1ka . . 

LAKI p berperan sebaga, alat kendah, al~t penilai kualitas kinerja dan alat pendo~ong 
·udnya Good Governan?e. Dalam perspekt1f yang lebih luas, LAKIP juga bisa difungs1kan 

terWUJ . media pertanggungJawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan 
sebagaiktif seluruh lembaga pemerintahan maupun partisipasi masyarakat. 
~ran a . . 

pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 1n1 

kan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kata Magela~g d~lam 
rnerupa n SAKIP. Namun demikian pengembangan lebih lanjut oleh masing-mas,ng p1ha~ 
penerapha I ini perlu terus dilakukan demi tercapainya tujuan dari penerapan SAKIP yakni 
dalam a • · 

. katan kinerja organisas1. pening . 
Hara annya adalah semoga dengan penerapan SAKIP ini pemerintah akan leb1h mamp~ 

. b ~ecara cepat dan tepat pertanyaan-pertanyaan publik, serta dapat memenuh, 
meniawa · ·k I h' b t· 

asyarakat demi tercapamya keba1 an a 1r maupun a in . tuntutan m 

WALIKOTA MAGELANG 

H. FAHRIYANTO 

['- ---- - - --- . . J(inerja ½uo,,, Aktlllfabi/llHS 
~'-!!!_11yus11na11 Ooku111e11 
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